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LURAH TAMANTIRTO 

KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL 
 

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO 
 

NOMOR 05 TAHUN 2024 
 

T E N T A N G 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

LURAH TAMANTIRTO, 
 

Menimbang :  a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;  

  b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 

Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 

Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan 

prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga 

menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang 

adil, makmur, dan sejahtera; 

  c.  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan Tahun Anggaran 2025. 
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Mengingat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

104); 

2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5339); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6914); 

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 

2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7059); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2021 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6623); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6883); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis 

Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2091); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 

110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa 

di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan 

Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 611); 
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14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 

Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 

2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan 

Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan 

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik 

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963); 
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19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 

Nomor 2);  

21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 

40, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 40); 

22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja 

Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52, Tambahan 

Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52); 

23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 

Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 24); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong 

Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 160); 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

131); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

148); 

28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 

Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019  

Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah  

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 

Nomor 128); 

29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 86); 

30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87); 

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang 

Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134); 

32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77); 

33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang 

Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, 

Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 

Nomor 129); 
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34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 

35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 

di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2022 Nomor 60); 

36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam 

Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102); 

37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program 

Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14); 

38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2024 tentang  

Tata Cara Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Melalui 

Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dan Rotasi Jabatan 

Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2024 Nomor 43); 

39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang  

Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah 

Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2024 Nomor 49); 

40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang  

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52); 

41. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 02 Tahun 2018 tentang 

Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Tamantirto Tahun 

2018 Nomor 02); 

42. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto 

Tahun 2019 Nomor 3); 

43. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran 

Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 16); 
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44. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto 

Tahun 2020 Nomor 17); 

45. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 

tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto 

(Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5); 

46. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 

tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf 

Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan 

Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan 

Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf 

Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan 

Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan 

Tamantirto Tahun 2023 Nomor 07); 

47. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran 

Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16); 

48. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 02 Tahun 2023 

tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan (Lembaran 

Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 02); 

49. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2023 

tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran 

Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 03); 

50. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2024 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 

2024 Nomor 03); 

51. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 04 Tahun 2024 

tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan 

Tamantirto Tahun 2024 Nomor 04). 
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Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO 
dan 

LURAH TAMANTIRTO 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2025. 

 

Pasal 1  

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan 

perincian sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan Kalurahan      

a. Pendapatan Asli Kalurahan    Rp.    109.750.000,00 

b. Pendapatan Transfer     Rp. 5.561.596.963,00 

• Dana Desa      Rp. 2.045.559.000,00 

• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi   Rp.    804.337.963,00 

• Alokasi Dana Desa    Rp. 1.471.700.000,00 

• Bantuan Keuangan Provinsi   Rp.    100.000.000,00 

• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Rp. 1.140.000.000,00 

c. Pendapatan Lain-Lain     Rp.      24.000.000,00              

Jumlah Pendapatan Kalurahan   Rp. 5.695.346.963,00 

 

2. Belanja Kalurahan  

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Rp. 2.544.250.541,00 

b. Bidang Pembangunan     Rp. 2.580.610.937,00 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan   Rp.    570.795.100,00 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat    Rp.    534.321.500,00 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat 

   dan Mendesak Kalurahan    Rp     311.802.132,00 

 Jumlah Belanja      Rp. 6.541.780.210,00 

 

Defisit        Rp     846.433.247,00 
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3. Pembiayaan Kalurahan  

a. Penerimaan Pembiayaan       

• Silpa 2024 (Perkiraan)    Rp.    846.433.247,00 

➢ Pendapatan Asli Desa   Rp. 197.349.898,00 

➢ Dana Desa     Rp. 192.537.937,00 

➢ Bagi Hasil Pajak dan Retribusi  Rp. 100.450.400,00 

➢ Alokasi Dana Desa    Rp. 131.277.653.00                

➢ Bantuan Keuangan Provinsi  Rp.                      0,00 

➢ Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota  Rp.    92.827.359.00  

➢ Pendapatan Lain – Lain   Rp.  131.990.000,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan    Rp.                      0,00 

Selisih Pembiayaan ( a – b )     Rp.    846.433.247,00 

4. Surplus/Defisit       Rp.                      0,00 

Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini. 

 

Pasal 3 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APBKalurahan; 

 

Pasal 4 

 

Lurah  menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan 2025 

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan 2025. 

 

Pasal 5 

 

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan 

bencana, keadaan darurat dan mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 

anggaran jenis belanja tidak terduga. 

(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan 

bencana,keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, 

yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan  tentang 

Perubahan APBKalurahan. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria : 
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a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kalurahan 

dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan; 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau 

permasalahan sosial; dan; 

e. berskala lokal Kalurahan. 

 

Pasal 6 

  

Dalam hal terjadi : 

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan  pada 

tahun berjalan; 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan dan menyebabkan SiLPA akan 

dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan 

APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang 

Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan 

Permusyawaratan Kalurahan. 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto. 

 

Ditetapkan di Tamantirto 

Pada tanggal 27 Desember 2024 

     LURAH TAMANTIRTO, 

 

 

WISNU ARDI 

Diundangkan di Tamantirto 

Pada tanggal 27 Desember 2024 

 CARIK TAMANTIRTO 

 

 

      SUHARTO 
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LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN 

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 05 

Noreg Peraturan Kalurahan  Tamantirto Kapanewon Kasihan 

Kabupaten Bantul : (29/Tamantirto/2024) 
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 

KAPANEWON KASIHAN 
 
 
 

Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181 
 Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275 

Email: kec.kasihan@bantulkab.go.id.,Website: https://kec-kasihan.bantulkab.go.id 

 

    Bantul, 24 Desember 2024 
 
Kepada 
 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

: 
: 
: 
: 

B/400.10.2.2/00869 
Biasa 
- 
Nomor Register Rancangan 
Peraturan Kalurahan 

Yth. 
 
 
 

Lurah Tamantirto  
 
di –  
 Kasihan 

     
 

 

  Menindaklanjuti surat dari Pemerintah Kalurahan Tamantirto Nomor : 

B/400.10.2.2/00498 tanggal 24 Desember 2024 perihal Permohonan Nomor 

Register Peraturan Kalurahan, berdasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 

Tahun 2020 pasal 17,  

ayat (1) Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan 

kepada Panewu setelah hasil evaluasi rancangan Peraturan 

Kalurahan ditindaklanjuti bersama Bamuskal dan/atau 

sebelum rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi 

Peraturan Kalurahan 

  Sehuhungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberikan Nomor 

Register Peraturan Kalurahan Tamantirto Rancangan Peraturan Kalurahan 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) TA 2025,  

yaitu : 

29/Tamantirto/2024 

  Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

Plt. Panewu Kasihan, 

 
ANTON YULIANTO, AP., M.I.P. 

Pembina Tingkat I, IV/b 
NIP. 197707261995111001 

 
 
Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.: 
1. Ketua Bamuskal Tamantirto 
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